
Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016 ISSN No: 1979 – 8652

54

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Azhari Akmal Tarigan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Azhariakmaltarigan@yahoo.co.id

ABSTRAKIndonesia ingin mencapai modernisasi politik dan ekonomi serta melindungi rakyatdari penderitaan yang timbul sebagai akibat dari kehidupan industrialisasi dalam waktubersamaan. Salah satu produk Undang-undang yang mendorong pertumbuhan ekonomiadalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat. Undang-undang ini memberi kesempatan yang sama kepada seluruh rakyatIndonesia untuk mengembangkan potensi ekonominya.Larangan peraktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat adalah peraktek-peraktek bisnis yang harus dihindari karenadampak yang ditimbulkannya cukup berat seperti ketidakefesienan pasar, distorsi pasar,yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudharatan tidak saja bagi konsumen, tetapi jugabagi produsen terutama kelas menengah dan kecil. Pada gilirannya, negara juga akandirugikan karena tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kukuh. Peraktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dankemaslahatan, sebagai nilai-nilai intrinsik manusia yang dapat menyebabkan aktivitas bisnisyang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan akan tidak terwujud sama sekali.
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ABSTRACT

Indonesia wants to achieve political and economic modernization as well as protect
people from suffering which arice as  a result of the industrialization of life at the same time.
One of  product legislation that push the economic growth is Law No. 5 of 1999 on Prohibition of
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This law gives equal opportunities to
all the people of Indonesia to develop its economic potential. Prohibition monopoly practices and
unfair competition is business practices that should be avoided because of the effect it has is
quite heavy as not efficiens  market, market distortions, which will eventually lead to disserved
not only for consumers but also for producers, especially the middle class and small. In turn, the
country will also be harmed because it is not supported by a solid economic foundation.
Monopoly Practices and unfair competition is contrary to the values of justice and welfare, as an
intrinsic human values that can lead to business activities intended to bring prosperity will not
materialize at all

Key Word : Peraktek Monopoli, Persaingan Usaha, Hukum Ekonomi, Hukum Islam
I. PendahuluanProfessor Organski berpendapatbahwa bangsa-bangsa modern sekarang inimenjalani tiga tahap pembangunan, politikunifikasi, politik industrialisasi dan politikkesejahteraan social. Tahap pertamamasalah utama adalah integrasi politikdalam rangka menciptakan persatuannasional. Tahap kedua adalah perjuanganuntuk modernisasi politik dan ekonomi.

Pada tahap ini fungsi utama pemerintahadalah mendorong terjadinya akumulasimodal. Sedangkan pada tahap ketiga,pekerjaan utama pemerintah adalahmelindungi rakyat dari penderitaan yangtimbul sebagai akibat dari kehidupanindustrialisasi.1
1 Erman Rajagukuguk, “PerubahanHukum Indonesia: Persatuan Bangsa,Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
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Berbeda dengan negara-negaramodern lainnya di dunia seperti Inggris,2Amerika3 dan Jepang,4 Indonesia tampaknyaingin mencapai tiga tahap tersebut dalamwaktu bersamaan. Indikasinya terlihat, sejakreformasi bergulir pada tahun 1998 tidakkurang 242 Undang-undang, 11 Perpu, 608Peraturan Pemerintah, 1003 KeputusanPresiden dan 82 Instruksi Presiden lahir baikyang mengatur dalam kehidupan politik,ekonomi dan social, yang tujuan-tujuannyaadalah merekat negara kesatuan RepublikIndonesia, mengatasi krisis ekonomi danmengembangkan kesejahteraan sekaligus.5Salah satu produk Undang-undangyang dimaksudkan untuk mendorongpertumbuhan ekonomi adalah UU No 5Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Undang-undang ini menarik untuk dianalisistidak saja karena semangat yangdiembannya sungguh jauh berbeda dengansemangat pembangunan ekonomi yangdianut oleh orde baru, namun lebih jauh dariitu undang-undang ini diharapkan dapatmendorong terjadinya pertumbuhanekonomi yang lebih demokratis. Dengan katalain, melalui undang-undang ini, seluruhrakyat diberi kesempatan yang sama untukmengembangkan potensi ekonominya.
Sosial”, dalam, Perubahan Hukum di Indonesia
(1998-2004), Harapan 2005, (Jakarta: LDF danFak. Hukum UI, 2004), halaman 6-72 Inggris masuk pada tahap pertamapada zaman henry II (1154-1189) ditandai antaralain lahirnya common law dan terbentuknyaInggris Raya. Inggris menunggu hingga 500 tahunsampai terjadinya revolusi industri untuk masukpada tahap kedua. Baru pada paruh abad ke duapuluh Inggris masuk pada tahap ketiga.3 Amerika masuk pada tahap pertamamulai lahirnya konstitusi Amerika tahun 1776.setelah 60 tahun merdeka Amerika masuk padatahap kedua, era industrialisasi. Rostowmenyebut negara ini mulau take of di tahun1840. barulah pada tahun 1930 Amerika Serikatmasuk pada tahap ketiga “welfare state”.4 Jepang memasuki tahap pertama ketikakeluarga Tokugawa di bawah berapa Shogunmempersatukan Jepang dari tahun 1603 sampai1867. Barulah  dengan restorasi Meiji tahun1868, Jepang memasuki tahap kedua,industrialisasi. Setelah perang dunia II,. Jepangbangkit dan memasuki tahap ‘welfare state”.5Ibid.,

Kendatipun UU No 5/1999dinamakan dengan Undang-undangLarangan Peraktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, namun sebenarnyaundang-undang tersebut memiliki cakupanmasalah yang cukup luas. Di samping aturan-aturan yang berkenaan dengan laranganperaktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat, undang-undang ini jugamengatur tentang perjanjian yang dilarang(bab III) yang di dalamnya terdapat masalaholigopoly, penetapan harga, pembagianwilayah, pemboikotan, kartel, trust,oligopsoni dan perjanjian tertutup.Selanjutnya pada bab IV memuat ketentuanyang dilarang yang didalamnya dibahastentang monopoli, monopsoni, penguasaanpasar, dan persekongkolan. Disamping itu,undang-undang ini juga mengatur tentangkeberadaan Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU) sebagai lembaga yangbertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini yang langsung bertanggung jawabkepada presiden (Bab VI).
II. RUMUSAN MASALAHYang menjadi Rumusan MasalahPada penelitian ini adalah bagaimanasebenarnya paradigma filosofis yangdikandung oleh undang-undang khususnyapasal-pasal yang mengatur peraktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehatdalam perspektif hukumdan bagaimana pulaperbandingannya dengan hukum Islam.
III. Metode PenelitianDalam penelitian ini bersifatpersfektif artinya suatu penelitian yangditujukan untuk mendapatkan solusipemecahan permasalahan  dan apa yangharus dilakukan untuk mengatasi masalahtersebut 6 . Pendekatan yang digunakanadalah pendekatan perundang undangan(Statuta approach). Pendekatan inidilakukan dengan menelaah semuaperaturan perundang undangan dan reguasiyang bersankut paut dengan permasalahanyang sedang diteliti.7

6 Soerjono Soekanto, Pengantar
penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986),Halaman 107 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2007), Halaman 93
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A. Jenis dan sifat penelitianPenelitian ini jenisnya PenelitianYuridis Normatif. Pendekatan YuridisNormatif, yakni penelitian yang difokuskanuntuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukumpositif.8 Bentuk dari hasil penelitian ini akandituangkan secara deskriptif. Suatupenelitian deskriptif, dimaksudkan untukmemberikan gambaran yang setelitimungkin manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya, 9 yang dalam hal ini dibatasimengenai paradigma filosofis yangdikandung oleh undang-undang khususnyapasal-pasal yang mengatur praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat dalamperspektif hukumdan hukum Islam.Penelitian bersifat Deskriptif analitisyaitu merupakan penelitian yang bertujuanmenggambarkan secara cermat karakteristikdari fakta-fakta (individu, kelompok ataukeadaan) dan untuk menentukan frekuensisesuatu terjadi.10 Analisis yang dimaksudkanberdasarkan gambaran, fakta yang diperolehakan dilakukan analisis secara cermat untukmenjawab penelitian.11Penelitian yang digunakan dalampenelitian ini bersifat metode berpikirdeduktif ke induktif yang menggambarkandan menguraikan tentang praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat dalamperspektif hukumdan hukum Islam.
B. Sumber DataDalam penelitian ini diperolehmelalui data sekunder yaitu data yangdikumpulkan melalui studi dokumenterhadap bahan kepustakaan. Di dalampenelitian hukum, data sekunder terdiri dari: 1. Bahan hukum primerBersumber dari bahan hukum yangdiperoleh langsung dan akan digunakan

8Johnny Ibrahim, teori dan metodologi
penelitian hukum normatif, (Malang : Banyumediapublishing, 2008), halaman 2959Soerjono Soekanto, pengantar penelitian
hukum, (Jakarta : UI press, 2006), halaman  1010Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan
Hukum, (Jakarta : Granit, 2000), halaman 5811Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum
Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung : Alumni,1994),  halaman 101

dalam penelitian ini yang merupakan bahanhukum yang mempunyai kekuatan mengikatsecara yuridis, yaitu :1. Kitab undang-undang Hukum perdata2. UU No 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat
3. Al-Qur’an dan Hadist2. Bahan hukum sekunderYang merupakan bahan hukum yangerat hubungannya dengan bahan hukumprimer dan dapat membantu menganalisisserta memahami bahan-bahan hukumprimer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku literatur
2. Makalah-makalah/laporanpenelitian
3. Artikel-artikel, media massa daninternet.3. Bahan hukum tersierBahan hukum yang memberikanpetunjuk atau penjelasan bermaknaterhadap bahan hukum primer dansekunder, seperti kamus, ensiklopedia danlain-lain.

C. Metode pengumpulan dataPengumpulan data merupakan halyang sangat erat hubungannya dengansumber data, karena melalui pengumpulandata ini akan diperoleh data yang diperlukanuntuk selanjutnya dianalisis sesuai denganyang diharapkan. Metode Pengumpulan dataada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka
(library research) dan metode studi lapangan
(field research). Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini, diperoleh dari studipustaka (library research), peraturanperundang-undanga dan al-hadist yangdikumpulkan dan dikaji guna menentukanrelevansinya dengan kebutuhan danrumusan masalah.
D. Analisis DataAnalisis data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu analisa data kualitatif,dimana data yang terkumpul tidak berupaangka-angka yang dapat dilakukanpengukuran. Akan tetapi berdasarkanperaturan perundang-undangan, sertapandangan informasi untuk menjawabpermasalahn tesis ini.
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Analisis kualitatif menghasilkan datadeskriptif, dengan cara  penarikan data dariinduktif ke deduktif dalam ari apa yangdinyatakan oleh sasaran penelitian yangbersangkutan secara tertulis, lisan danperilaku nyata.
IV. Hasil dan Pembahasan
A. Pengertian Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak SehatBagi dunia usaha persaingan harusdipandang sebagai hal positif. Sebagaimanayang dijelaskan di dalam teori ekonomi,persaingan yang sempurna (perfect
competition) adalah suatu kondisi pasar(market) yang ideal. Paling tidak ada empatasumsi yang melandasi agar terjadipersaingan yang sempurna pada suatu pasartertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapatmenentukan secara sepihak harga atasproduk atau jasa. Adapun yang menentukanharga adalah pasar berdasarkan ekuibliriumpermintaan dan penawaran (supply and
demand). Dengan demikian, pelaku usahadalam pasar persaingan sempurna tidakbertindak secara price marker melainkan iahanya bertindak sebagai price taker. Kedua,barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelakuusaha benar-benar sama (product
homogeneity). Selanjutnya, pelaku usahamempunyai kebebasan untuk masukataupun keluar dari pasar (perfect mobility of
resources). Keempat, konsumen dan pelakuusaha memiliki informasi yang sempurna
(perfect information) tentang berbagai hal,diantaranya kesukaan (preferences), tingkatpendapatan, biaya dan teknologi yangdigunakan untuk menghasilkan barang danjasa.12 Namun dalam kenyataannya hampirtidak pernah ditemui suatu pasar di manaterdapat persaingan sempurna. Yang seringterjadi adalah  persaingan tidak sempurna.Kendati demikian, persaingan tetapdipandang sebagai sesuatu yang esensialdalam ekonomi pasar. Persaingan tetapdiakui hanya saja asumsi-asumsi yangmendasarinya tidak sama dengan asumsiyang mendasari persingan sempurna. Di

12 Hikmahanto Juwana, “Sekilas TentangHukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999”dalam, Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 No 1September 1999, UII Yogyakarta, halaman 30-31

dalam persaingan yang tidak sempurnainilah akan ditemui praktek-praktek
monopolistic dan oligopoly.Peraktek-peraktek monopolisticinilah yang lebih popular disebut sebagaipersaingan tidak sehat.13 Di dalam Undang-undang No 5/1999, Persaingan Usaha TidakSehat adalah “persaingan antar pelaku usahadalam mejalankan kegiatan produksi danatau usaha pemasaran barang dan atau jasayang dilakukan dengan cara tidak jujur ataumelawan hukum atau menghambatpersaingan usaha.”Selanjutnya pada bab I KetentuanUmum pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwamonopoli adalah “penguasaan atas produksidan atau pemasaran barang dan atau ataspenggunaan jasa tertentu oleh suatu pelakuusaha atau satu kelompok pelaku usaha.”Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwapraktek monopoli adalah, “pemusatankekuatan ekonomi oleh satu atau lebihpelaku usaha yang mengakibatkandikuasainya produksi dan atau pemasaranatas barang dan atau jasa tertntu sehinggamenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan dapat merugikan kepentingan umum.Bisa dipahami mengapa persainganusaha tidak sehat dan peraktek monopolidilarang karena dapat menimbulkan distorsipasar.Pasar menjadi tidak seimbang danpada gilirannya harga-harga tidak lagidikendalikan oleh hukum pasar, melainkanditentukan oleh sekelompok orang yangmenguasai kekuatan pasar.Akibat lebih jauh,yang merasakan dampaknya adalahmasyarakat atau konsumen. Demikianburuknya akibat yang ditimbulkan olehpraktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat ini, maka undnag-undang inidilahirkan.

13Dalam peraktek monopoli, maka besarkemungkinan bahwa produser akan bertindaktidak efisien dan meningkatkan hambatan masukpasar (barrier to entry) bagi pesaingnya. Bila halini terjadi maka efeknya adalah penggunaansumber daya yang tidak efektif dan membuatpasar menjadi terdistorsi. Lihat, NingrumNatasya Sirait, “Menjual Rugi (Predatory Pricing)Dalam Hukum Persaingan dan pengaturannyaDalam UU No 5/1999”, dalam, Jurnal Hukum
Bisnis, Vol 23 No 1 Tahun 2004, halaman 71



Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016 ISSN No: 1979 – 8652

58

B. Latar Belakang Lahirnya UU No. 5
Tahun 1999Jika dilihat dari sisi latar belakanghistorisnya, kelahiran undang-undang inilebih disebabkan oleh kebutuhan internalkhsususnya para pelaku pasar diIndonesiayang menolak praktek monopoli.Penting untuk dicatat, krisis ekonomiyang dialami Indonesia sejak tahun 1997 danmencapai puncaknya pada tahun 1998menunjukkan bahwa kemajuan ekonomiIndonesia yang dicapai era Orde Baru tidaklebih dari fatamorgana dan tidak memilikifondasi yang kuat. Salah satu dari berbagaifactor yang melatarbelakanginya adalahkarena Indonesia tidak mengenal kebijakanpersaingan (competition policy) yang jelasdalam menentukan batasan tindakan pelakuusaha yang menghambat persaingan danmerusak pasar.14 Dalam hal ini, kebijakanyang dimaksud adalah lebih dari sekedarperaturan atau undang-undang karenamenetapkan suatu pola yang diharapkanakan memberikan landasan kepada bentukperaturan pelaksanaannya, yaitu undang-undang.15Bersamaan dengan kemajuanperekonomian Indonesia, terlihat bahwaiklim persaingan tidak berjalan denganprinsip persaingan usaha yang sehat. Saatyang sama pelaku usaha juga tidakdiperkenalkan dengan budaya persainganantara mereka sendiri, sedangkanpersaingan merupakan elemen pentingdalam berusaha. Akibat pengaruh krisisekonomi dan saat Indonesia beruapayamengadopsi sistem ekonomi pasar (market

economy), maka momentum ini dipandangtepat untuk melakukan berbagai deregulasidalam dunia usaha. 16 Tampaklah bahwasecaa internal iklim dunia usaha Indonesiasendiri sebenarnya sedang membutuhkanaturan-aturan yang berkenaan denganpersaingan usaha tidak sehat.Kendati demikian tidak tertutupkemungkinan, bahwa kelahiran undang-
14 Ningrum Natasya Sirait, Hukum

Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tida Sehat, (Medan: Pustaka Abdi BangsaPers, 2004) h. 215Ibid.,16Ibid.,

undang ini juga disebabkan oleh tekanandari pihak luar. Ternyata memang terbukti,desakan untuk melahirkan undang-undangini semakin kuat setelah ditandatanganinya
Letter of Intent (LoI) antara pemerintah RIdan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. dalam LoItersebut ditentukan bahwa pemerintah akanmenyampaikan RUU anti monopoli kepadaDPR untuk mendapat pembahasan selambat-lambatnya pada bulan Desember 1998.17Terlepas dari perdebatan faktorapakah yang paling dominan yangmenyebabkan undang-undang ini lahir, yangjelas jika merujuk UUD 1945 baik sebelumatau sesudah diamandemen, menunjukkanbahwa larangan praktek monopoli danpersaingan tidak sehat dengan segalabentuknya jauh-jauh hari di larang. 18Sebaliknya Undang-undang Dasarmenginstruksikan bahwa tujuanpembangunan ekonomi adalah berdasarkandemokrasi bersifat kerakyatan dengankeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesiamelalui pendekatan kesejahteraan danmekanisme pasar.19Selanjutnya sejak GBHN 1973semangat yang dikandung oleh UUD 1945diberikan landasan opeasionalnya yangmenegaskan bahwa karakteristikperekonomian Indonesia memangdipersiapkan berdasarkan usaha bersamadengan orientasi kekeluargaan dimanacabang produksi yang vital dikuasai olehnegara. Perekonomian Indonesia berusahamenghindarkan diri dari system free fight
liberalism yang mengeksploitasi manusiaatau dominasi perekonomian oleh negaraserta persaingan curang dakan berusahadengan melakukan pemusatan kekuatan

17 Hikmahanto, Sekilas…halaman 33-3418 Lihat kembali pasal 33 Uud 1945 yangmenyatakan bahwa a, perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. B. cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan c.
bumi, air dan kekayaan alam lainnya
dipergunakan sebesar-besanya untuk
kemakmuran rakyat Indonesia.19 Ningrum Natasya Sirait, Hukum
Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tida Sehat, (Medan: Pustaka Abdi BangsaPers, 2004) h. 1
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ekonomi pada satu kelompok tertentu saja.Bisaanya praktek ini muncul dalam berbagaibentuk monopoli ataupun monopsoni yangmerugikan serta bertentangan dengan pasal33 UUD 1945.20Penting untuk dicatat, dalam prosespembentukan UU No 5 Tahun 1999 ada halyang tidak lazim apabila dibandingkandengan proses pembentukan undang-undangpada umunya. Perbedaan ini terletak padapihak yang mengajukan RUU. Selama inidalam praktek kenegaraan di Indonesiarancangan UU disiapkan dan diajukan olehpemerintah untuk kemudian dibahasbersama-sama DPR, tapi tidak demikiandengan UU No 5 Tahun 1999. adapun yangmempersiapkan undang-undangnya adalahDPR kemudian menggunakan hal inisiatifnyauntuk mengajukan RUU. Pada sisi lain,sebenarnya pemerintah juga telahmenyiapkan RUU ini. Namun ternyata RUUversi DPR lah yang digunakan.21
C. Substansi UU NO 5 Tahun 1999Di beberapa negara, hukumpersaingan dikenal dengan istilah Antitrust

Laws seperti di Amerika Serikat atau
Antimonopoly Law seperti di Jepang atau
Restrictive Trade Practice Law seperti diAustralia. Sedangkan di Indonesia istilahyang dipakai adalah “Hukum Persaingan”atau “Hukum Antimonopoli.” Terlepas daripenyebutannya yang bervariasi, secaraumum tujuan pokok dari hukum persainganadalah menjaga; a) agar persaingan antarpelaku usaha tetap hidup, b) agar persainganyang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan

20 Ibid., h. 2 . selanjutnya berkenaandengan peran pemerintah untuk mencegahterjadinya persaingan usaha yang tidak sehatdapat dilihat di dalam TAP MPR RI NOIV/MPR/1973 pada bidang pembangunanekonomi. TAP MPR RI NO IV/MPR/1978 tentangpembangunan ekonomi sub bidang usaha swastadan usaha golongan ekonomi lemah. TAP MPR RINO II/MPR/1983 tentang GBHN pada bidangpembangunan Ekonomi. TAP MPR NOII/MPR/1988 tentang pembangunan ekonomisub bidang usaha nasional, serta TAP MPR RI NOII/MPR/1998 tentang GBHN pada bidangpembangunan ekonomi sub bidang usahanasional.21 Hikmahanto, Sekilas…halaman 34

secara sehat dan c) agar konsumen tidakdieksploitasi oleh pelaku usaha.22Disamping tujuan yang bersifatumum, tiap-tiap negara mempunyai tujuanyang bersifat khusus dari hukumpersaingannya sebagaimana yangdiungkapkan oleh Zwarensteyn, di AmerikaSerikat anti trust law dimaksudkan untukmelindungi (preserve) system kompetitif
(competitive system). Sedangkan di Jermantujuan khusus hukum persaingan adalahuntuk kesejahteraan dan kebebasan bagiwarga negara. Sementara di Swedia tujuankhususnya adalah untuk mencapaipemanfaatan optimal dari sumber-sumberyang ada di masyarakat.23Adapun di Indonesia, tujuan undang-undang tersebut sebagaimana yangdijelaskan pada pasal 3, paling tidak adaempat yang menjadi tujuan undang-undangtersebut yaitu, a). menjaga kepentinganumum dan meningkatkan efisiensi ekonominasional sebagai salah satu upaya untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. b.)mewujdukan iklim usaha yang kondusifmelalui pengaturan persaingan usaha yangsehar sehingga mejamin adanya kepastiankesempatan berusaha yang sama bagi pelakuusaha besar, pelaku usaha menengah danpelaku usaha kecil. C. mencegah praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehatyang ditimbulkan oleh pelaku.Secara substansial, ada tiga bentuklarangan di dalam UU No 5 Tahun 1999,yaitu; a)  perjanjian yang dilarangsebagaimana yang terdapat di dalam Bab IIIdari pasal 4 sampai pasal 16. b). Kegiatanyang dilarang terdapat pada Bab IV yangrinciannya dimuat dari pasal 17 sampai pasal24. c). ang terakhir larangan yang berkaitandengan posisi dominan terdapat di dalambab V dari pasal 25 sampai pasal 29.Dalam UU N0 5/1999 pasal 1 angka17 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatuperbuatan satu atau lebih pelaku usahamengikatkan diri terhadap satu atau lebihpelaku usaha lain dengan nama apapun, baiktertulis ataupun tidak tertulis. Adapaunperjanjian yang dilarang untuk dilakukanoleh pelaku usaha adalah perjanjian yangbertujuan untuk a) melakukan praktek

22Ibid.,23Ibid.,
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oligopoly, b) menetapkan harga (price fixing),c. membagi wilayah (market allocation), d)pemboikotan (boycott), e) kartel (cartel), f)
trust, g) oligopsoni, h) integrasi vertical(vertical integration), I) perjanjian tertutup(exlusive dealings) dan j) perjanjian denganpihak luar negeri.Sedangkan kegiatan yang dilarangadalah kegiatan yang dilakukan oleh pelakuusaha seperti monopoli, monopsoni,penguasaan pasar dan persekongkolan(collusive tendering). Perbedaan antarakegiatan yang dilarang dengan perjanjianyang dilarang terletak pada jumlah pelakuusaha. Dalam perjanjian yang dilarang palingtidak ada dua pihak pelaku usaha, karenasuatu perjanjian menghendaki sedikitnyadua subjek hukum. Sementara dalamkegiatan yang dilarang tidak tertutup untukdilakukan oleh satu pelaku usaha.24Adapun berkaitan denganpenyalahgunaan posisi dominan dalam UUNo 5/1999 dapat dilihat dalam bentuk a)keadaan di mana pelaku usaha tidakmempunyai pesaing berat atau b) pelakuusaha mempunyai posisi lebih tinggidibandingkan dengan pesaingnya dalam halkemampuan keuangan, kemapuan aksespada pasukan atau penjualan, sertakemampuan untuk menyesuaikan diridengan pasokan atau permintaan barangatau jasa tertentu.Jika pelaku usaha memiliki posisidominan bisaanya ada tiga hal yang akandilakukannya dan pada sisi ini pula yangdilarang disebabkan oleh posisi dominantersebut. Pertama, menetapkan syarat-syaratperdagangan yang bertujuan untukmencegah atau menghalangi konsumenmemperoleh barang atau jasa yang bersaing.
Kedua, membatasi pasar dan pengembangantekhnologi. Ketiga, menghambat pelakuusaha lain yang berpotensi menjadi pesaing.Dari gambaran di atas, jelas bahwapersaingan usaha tidak sehat memilikibanyak bentuk. Bisa dalam wujud perjanjian-perjanjian yang dilarang, bisa pula dalambentuk praktek dan bisa pula denganmenggunakan posisis dominan. Apapunbentuknya, akibat dari persaingan tidaksehat ini, pasar akan terdistorsi dan pasar

24 Hikmahanto Juwana, Sekilas…Halaman38

akan berjalan tidak melalui hukum-hukumpasar. Penawaran dan permintaan tidakakan berjalan secara terbuka, pelaku usahalain tidak dapat memasuki pasar dankonsumen tidak berperan sedikitpun dalammembentuk harga.Persoalan yang cukup rumit adalah,bagaimana cara yang akan ditempuh untukmenentukan bahwa suatu aktivitas disebut
monopolistic atau persaingan disebut tidaksehat atau melanggar hukum.Beberapa pengkaji hukummenyatakan bahwa di dalam UU No 5/1999ada dua pendekatan yang digunakan yaitu
perse illegal dan rule of reason. Pendekatan
perse illegal menyatakan setiap perjanjianatau kegiatan usaha tertentu illegal, tanpapembuktian lebih lanjut atas dampak yangditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatanusaha tersebut. Kegiatan yang dianggapsebagai perse illegal bisaanya meliputipenetapan harga secara kolusif atas produktertentu, serta pengaturan penjualankembali.25 Adapaun rule of reason adalahpendekatan yang digunakan oleh lembagaotoritas persaingan usaha untuk membuatevaluasi mengenai akibat perjanjian atauakibat perjanjian atau kegiatan usahatertentu, guna menentukan apakahperjanjian atau kegiatan tersebut bersifatmenghambat atau mendukung persaingan.26Kedua pendekatan ini digunakan didalam UU NO 5/1999 untuk menentukanapakah telah terjadi persaingan usaha tidaksehat. Berkenaan dengan pendekatan perse
illegal indikasinya dapat dilihat daripenggunaan kata-kata “dilarang”, tanpa anakkalimat atau…”yang dapat mengakibatkan”.27

25 A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat : Perse
Illegal atau Rule of Reason, (Jakarta : FakultasHukum UI, 2003) halaman 7-826Ibid.,27 Di dalam pasal 11 ada dinyatakan,
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan
atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 1dinyatakan, Pelaku usaha dilarang melakukan
penguasaan atas produksi atau pemasaran barang
dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
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Sedangkan pendekatan rule of reasonindikasinya dapat dilihat dalam penggunaankalimat “ yang dapat mengakibatkan”,dan/atau “patut di duga”.28 Kata tersebutmenyiratkan perlunya penelitian secaralebih mendalam, apakah suatu tindakandapat menimbulkan peraktek monopoli ataumenghambat persaingan.Dengan demikian perbedaan keduapendekatan tersebut adalah, jika perse illegaluntuk menyatakan bahwa sebuah tindakandisebut illegal dengan tidak membutuhkanpenyelidikan dan penelitian lebih lanjutmengenai dampak tindakan tersebutterhadap persaingan. Sedangkan pendekatan
rule of reason menggunakan analisis pasarserta dampaknya terhadap persaingan,sebelum dinyatakan sebagai melanggarundang-undang.Kendati UU No 5/1999 melarangdengan jelas peraktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat, namunundang-undang ini memberi pengecualiankepada  setidaknya dua bentuk usaha yangmirip-mirip monopoli. Pertama, BisnisFranchise (waralaba).29Kedua, adalah Hak
terjadinya praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.

28 Lihat kembali pasal 17 ayat 2 adakaimat, pelaku usaha patut di duga ataudianggap melakukan penguasaan atau produksidan atau pemasaran barang dan jasa …kemudianpada pasal 5 dinyatakan, pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu
barang dan atau jasa…..29Franchise atau sering disebut denganwaralaba adalah suatu cara melakukan kerjasamadi bidang bisnis antara dua orang atau lebih, dimana pihak salah satu pihak akan bertindaksebagai franchisor dan pihak lain sebagaifranchisee, dimana di dalamnya diatur bahwapihak franchisor sebagai pemilik suatu merekdari know-how terkenal, memberikan hakkepada franchisee untuk melakukan kegiatanbisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa,berdasar dan sesuai dengan rencana komersilyang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannyadan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atasdasar hubungan yang ekslusif ataupun nonekslusif, dan sebaliknya suatu imbalan tertentuakan dibayarkan kepada franchisor. Lihat, MunirFuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: CitraAdytia Bakti, 2002) Halaman 339

milik intelektual. Misalnya hak paten. Jelasbahwa pemegang hak paten memilikikekuasaan monopoli terhadap produk yangdipatenkan. Ia dapat dengan bebas mengaturdan mendikte pasar, tanpa ada barang lainsebagai substitusinya.30
D. Contoh-Contoh KasusBerbicara tentang peraktek monopolidalam konteks perekonomian Indonesiabukanlah suatu hal baru. Bahkan telahmenjadi rahasia umum, peraktek monopolidan tentu saja persaingan usaha tidak sehatdengan segala derivasinya di Indonesia telahlama ada khususnya sejak pemerintahanOrde Baru. Bahkan disinyalir, mengapaundang-undang larangan peraktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat baru lahirpada tahun 1999, salah satu penyebabnyaadalah lobi-lobi pengusaha-pengusaha besarkepada pemerintah yang khawatir undang-undang tersebut menghambat usahanya.Ironisnya Badan-badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang seharusnya mewakili negara,kadang-kadang bersaing tidak sehat denganperusahan besar dan kecil serta dengankoperasi; sehingga tanpa disadari tidakjarang pula perusahaan besar menggulungperusahan kecil.Sebenarnya praktek monopolimerupakan konsekuensi logis dari kebijakanyang mulai ditekankan sejak Repelita IV,berkenaan dengan pentingnya peranandunia usaha dalam pembangunan ekonominasional yang secara potensial terwujuddalam kekuatan bisnis raksasa menjadikonglomerasi untuk bersaing denganekspansi perusahaan multi nasional di pasarinternasional. Sayangnya peranan duniausaha yang didominasi oleh perusahaanbesar seringkali berakibat pada dikuasainyaproduk-produk tertentu yang membawaakibat terjadinya praktek monopoli.Ironisnya, praktek monopoli kadangkalajustru dilindungi oleh pemerintah melaluikebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.31Dalam peraktek perdagangan diIndonesia paling tidak sampai tahun 1998,

30 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli:
Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung:Citra Adytia Bakti, 2004), Halaman 1531A.M Tri Angraini, Larangan… Halaman28-29
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banyak bidang usaha yang disinyalirmelakukan peraktek monopoli, misalnya tataniaga cengkeh, tata niaga gula, pengadaantepung terigu dan sejumlah komuditaslainnya seperti semen, di mana AsosiasiSemen Indonesia sering dituduh sebagaikartel. Disamping itu, pemerintah jugamelakukan approved trader atau approved
manufactur diberbagai bidang yakni denganpenunjukan satu atau beberapa perusahaanyang memenuhi persyaratan dan dapatdipercaya antara lain menunjuk satuimportir emas, satu importir produk baja,dua importir produk buah-buahan, satuimportir cengkeh dan sebagainya. Dibidangmanufaktur misalnya pemerintah menunjukKimia Farma sebagai bahan baku obat-obatan tertentu. Dibidang angkutan, Garudaditunjuk sebagai satu-satunya perusahaanpenerbangan yang boleh menggunakanmesin jet untuk melayani trayek dalamnegeri dan contoh-contoh lainnya.32Contoh yang paling konkrit adalahmonopoli yang dilakukan kelompok Salimdalam perdagangan mi instant, yakni dengancara memberikan bermacam-macam merekpada mi instant agar tidak terlihat telahmelakukan praktek monopoli. Bahkankelompok Salim berambisi untuk menguasaisemua perusahaan yang memproduksi mi
instant dengan cara mengambil alih satupersatu perusahaan mi instant lainnya; danmelalui penguasaan berbagai merek sertaprodusen mi, kelompok Salim praktisberjalan tanpa saingan yang berarti.33Sedangkan bentuk-bentukpersaingan usaha tidak sehat dapat dilihat didalam keputusan KPPU. Salah satubentuknya adalah apa yang disebut denganpersekongkolan dalam tender (bid rigging)sebagaimana terdapat di dalam keputusanKPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001 tentangpengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor.Perkara berawal dari lelang yang dilakuaknoleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.Dalam proses penyelidikannya, terbuktiadanya persekongkolan antara KoperasiPribumi Indonesia (KOPI) dengan KepalaDinas Peternakan Jawa Timur, sehinggalelang dimenangkan oleh KOPI, meskipuntidak memenuhi persyaratan RKS (Rencana

32Ibid.,33Ibid.,

Kerja dan Syarat-syarat) pelelangan. KPPUmemutuskan bahwa KOPI melanggarketentuan pasal 22 UU No 5/1999, yaitu“Pelaku usaha dilarang bersekongkol denganpihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender sehinggadapat mengakibatkan terjadinya persainganusaha tidak sehat.”34Dalam penyelidikannya, KPPUberhasil membuktikan bahwa KOPImelakukan perjalanan bersama-sama pihakterkait dalam pelelangan atas beban biayaDinas Peternakan, sebelum dinyatakansebagai pemenang tender.35Contoh persaingan usaha tidak sehatlainnya adalah predatory pricing (menjualrugi) yang maksudnya adalah ketika sebuahperusahaan yang memiliki posisi dominanatau kemapuan keuangan yang kuat (deep
pocket) mejual produknya di bawah hargaproduksi dengan tujuan untuk memaksapesaingnya keluar dari pasar. 36 Sesudahmemenangkan persaingan, perusahaantersebut akan menaikkan harganya kembalidi atas harga pasar dan berupaya untukmengembalikan kerugiannya denganmendapatkan keuntungan dari hargamonopoli (karena pesaingnya telah keluardari pasar). Dengan demikian menjual rugidinyatakan sebagai tindakan yang bertujuanuntuk mengusir pesaing dengan tidakberdasar perhitungan yang efisien. 37Namun penting dicatat, menjual rugibaru dipandang sebagai satu bentukpersaingan usaha tidak sehat jika ada duasyarat. Pertama, menjual dengan hargadibawah produksi untuk mengusir pesaingdari pasar. Kedua, kemudian menaikkanharga menjadi harga monopoli untukmendapatkan keuntungan kembali ataumenutup kerugiannya.Di dalam UU No 5/1999 menjual rugiini dapat dilihat di dalam pasal 20;

34 A.M Tri Anggraini, “PenerapanPendekatan “Rule of Reason “ dan “Per se Illegal”dalam Hukum Persaingan, dalam, Jurnal Hukum
Bisnis, Vol. 24 No 2 Tahun 2005, Halaman 735Ibid., Halaman 736 Ningrum Natasya Sirait, “Menjual Rugi(Predatory Pricing) Dalam Hukum Persaingandan pengaturannya Dalam UU No 5/1999”,dalam, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 23 No 1 Tahun2004, Halaman 7237Ibid.,
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Pelaku usaha dilarang melakukanpemasokan barang dan atau jasa dengan caramelakukan jual rugi atau menetapkan hargayang sangat rendah dengan maksudmenyingkirkan atau mematikan usahapesaingnya di pasar bersangkutan sehinggadapat mengakibatkan praktik monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat.Tidak dapat dipungkiri, membacasejarah perjalanan ekonomi Indonesiasetidaknya sebelum lahirnya UU No 5/1999,akan ditemukan berbagai macam peraktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehatdengan segala bentuknya. Disinyalir, akibatyang ditimbulkannya adalah perusahan-perusahan menengah ke bawah tidaktumbuh dan berkembang dengan baik,karena kalah ditelah oleh perusahaan yanglebih besar. Tidak itu saja, akibat jangkapanjangnya sebagaimana yang dialami olehIndonesia pada tahun 1997 adalahkebangkrutan ekonomi karena tidakditopang oleh kekuatan ekonomi rakyat dankelas menengahnya. Inilah yang disebut parapakar, Indonesia sebenarnya tidak memilikifondasi ekonomi yang kukuh, sehinggaketika diterpa krisis moneter, langsungambruk.38
E. Perspektif Hukum IslamLarangan peraktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat ketikadihubungkan dengan hukum Islam, palingtidak secara substansial persamaannyadapat dilihat di dalam larang melakukanpenimbunan harta (ihtikar) dan tas’ir(penetapan harga). Disamping itu bentukpersaingan tidak sehat dalam tinjauanhukum Islam juga dapat dilihat dalamlarangan talaqqi rubban.39Namun mengingat

38 Lebih jelas lihat, Rizal Ramli (et.al),
Liberalisasi Ekonomi dan politik di Indonesia,(Yogyakarta: UII bekerjasama dengan TiaraWacana, 1997). Lihat juga, Hal Hill, Ekonomi
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).39 Dalam sebuah Hadis dinyatakanbahwa Rasul melarang menghadang rombongandan berlomba-lomba menaikkan harga. Hadis inimenjelaskan larangan menghadang (menjemputbola) serombongan pedagang sebelum mencapaipasar dengan motivasi ingin menghancurkan danmengacaukan harga pasar. Hadis ini secaraimplicit menegaskan perlunya kejujuran dalampersoalan harga. Disamping itu, hadis ini juga

keterbatasan ruang, penulis hanyamenjelaskan sedikit lebih luas dua yangpertama.A. IhtikarBerkenaan dengan hadis laranganpenimbunan harta banyak di muat di dalamkitab-kitab hadis. Diantaranya disebutkan didalam kitab Sunan Ibn Majah yang berbunyi:
دِ بْنِ  حَدَّثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبَةَ حَدَّثنَاَ یَزِیدُ بْنُ ھَارُونَ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ إبِْرَاھِیمَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ مَعْمَرِ إِسْ  حَقَ عَنْ مُحَمَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَلاَ  َّ ِ صَلَّى  َّ ِ بْنِ نَضْلَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  َّ بْنِ عَبْدِ 

Ihtikar secara bahasa diterjemahkandengan menahan atau mengumpulkan.Berdasarkan penjelasan ahli bahasa, penulismenemukan kesan bahwa adakalanyaیَحْتكَِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ 
ihtikar (penimbunan harta) dimaksudkanuntuk dikonsumsi sendiri dan adakalanyadimaksudkan untuk diperdagangkankembali, ketika harga barang yang ditimbuntersebut sedang melambung di pasar.Menurut Adiwarman A Karim,monopoli tidak identik dengan ihtikar. DalamIslam siapapun boleh berbisnis tanpa peduliapakah apakah dia satu-satunya penjual(monopoli) atau ada penjual lain.Menyimpan stock barang untuk keperluanpersediaanpun tidak dilarang dalam Islam.Jadi monopoli sah-sah saja. Yang dilarangadalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungandi atas keuntungan normal dengan caramenjual lebih sediki barang untuk hargayang lebih tinggi, atau istilah ekonominyadisebut dengan monopoly’s rent.Kesimpulannya monopoli boleh, sedangkan
monopoly’s rent tidak boleh.40Menarik untuk mencermatipemikiran Al-Ghazali yang menyatakanpenimbunan barang diharamkan apabila:1. Barang yang ditimbun itu adalahkelebihan dari kebutuhannya berikuttanggungan untuk persediaan setahun
menekankan larangan menyembunyikan situasipasar sehingga orang lain baik itu produsenataupun konsumen tidak mengetahui harga yangberkembang pada saat itu. Oleh sebab itu,menutup-nutupi informasi terhadap pasar adalahsatu bentuk persaingan tidak sehat.40 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro
Islami, (Jakarta: Karim Bisnis Consultan dan IIIT,2002), Halaman 154
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penuh. Sebab orang boleh menimbunpersediaan nafkah untuk dirinya dankeluarganya  selama setahun penuhseperti yang dilakukan oleh Rasulullah.2. Orang yang menimbun itu sengajamenunggu saat harga barang yangditimbunnya itu memuncak (maximing
profit), sehingga ia dapat menjualnyadengan harga tinggi.3. Penimbunan dilakukan pada saat orangbanyak sangat membutuhkannya,seperti bahan makanan, pakaian dankebutuhan pokok lainnya. Tetapi kalaubarang yang ditimbun tersebut bukantermasuk kebutuhan pokok dan kurangdiperlukan, maka hal ini tidak berdosakarena tidak menimbulkankemudharatan.41Lebih lanjut menurut Karim, yangmasuk dalam kategori ihtikar adalah apabilakomponen-komponen berikut initerpenuhi.421. Mengupayakan adakalanya kelangkaanbarang baik dengan cara menimbuk

stock atau mengenakan entry-barries.2. Menjual dengan harga yang lebih tinggidibandingkan dengan harga sebelummunculnya kelangkaan.3. Mengambil keuntungan yang lebihtinggi dibandingkan keuntungansebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.Sebenarnya apa yang dijelaskanKarim tentang monopoly’s rent dengan segalaindikatornya, itulah yang disebut denganpraktek monopoli. Bisaanya dalam diskursusekonomi, monopoli melewati sebuahpersaingan tidak sehat atau persaingan tidaksempurna. Mungkin ketika ia menyebutbahwa monopoli dibolehkan di dalam Islam,yang dimaksudkannya adalah monopolialamiah (natural monopoly). Biasanyaperusahaan yang memiliki economies scaletinggi tentu dapat menawarkan harga yangsemakin rendah dengan semakinmeningkatnya output, sehingga secaraotomatis perusahan lain yang tidak mampumenawarkan harga yang sama atau lebih
41 Abdul Aziz, Ekonomi Sufistik Model Al-

Ghazali: Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter
dan Bisnis, (Jakarta: Wangsa Merta, 2004)Halaman 115. Pernyataan Al-Ghzali dikutip dari
Ihya `Ulum Al-Din, Halaman 7442Ibid.,

rendah akan kalah dalam bersaing. Semakinbanyak perusahan lain yang kalah bersaingberarti semakin luas pangsa pasar yangdikuasai perusahan ini, akhirnya produksiperusahaan semakin banyak dan harga yangditawarkan juga semakin rendah.43Agaknya satu hal yang perlu dibericatatan bahwa keburukan yang ditimbulkanoleh monopoli, juga terjadi dalam peraktek
ihtikar adalah penguasaannya terhadapharga (price maker) sehingga dapatmempengaruhi atau menentukan harga padatingkat sedemikian rupa sehinggamemaksimumkan labanya, tanpamemperhatikan keadaan konsumen.Produsen monopolis dapat mengambilkeuntungan di atas normal (normal profit)sehingga merugikan  konsumen.Hemat penulis, semangat inilah yangterdapat dalam peraktek ihtikar sehinggadilarang Rasul. Ihtikar bagaimanapun jugaakan menimbulkan pasar yang tidaksempurna. Ihtikar akan melahirkan sebuahkekuatan pasar tertentu sehingga ia memilikikemampuan untuk mengontrol harga dankonsumen dalam suasana terpaksa akanmembeli produk ihtikar tersebut karenamemang dibutuhkan.B. Tas’irBentuk peraktek monopoli danpersaingan tidak sehat juga terjadi dalampersoalan penetapan harga. Agaknyaberdasarkan hal inilah Rasul tidak mauterlibat dalam melakukan intervensiterhadap harga atau yang sering disebutdengan tas`ir. Hadis tentang tas’ir sebagaiberikut44
اجُ بْنُ مِنْھَالٍ حَدَّثنَاَ  دُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثنَاَ الْحَجَّ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ
عْرُ  ادُ بْنُ سَلمََةَ عَنْ قتَاَدةََ وَثاَبِتٌ وَحُمَیْدٌ عَنْ أنََسٍ قاَلَ غَلاَ السِّ حَمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلوُا یاَ رَ  َّ ِ صَلَّى  َّ ِ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ  َّ سُولَ 

43 M.B. Hendrie Anto, Pengantar
Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonosia,2003) Halaman 307-30844Abu Isa Muhammad Ibn Isa TsarwahIbn Musa Ibn al-Dhahak al-Sulami al-Bughi al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Halaman 56   Abi Daud, Sunan Abi
Daud, (Suriah: Dar al-Hadis, t.t), Juz III. Al-HafizAbi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini,
Sunan Ibn Majah Juz II (Dar Ihya al-Kutub al-`Aarabiyyah ) Halaman 741



Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016 ISSN No: 1979 – 8652

65

اقُ وَإنِيِّ  زَّ رُ الْقاَبِضُ الْباَسِطُ الرَّ َ ھُوَ الْمُسَعِّ َّ رْ لنَاَ فقَاَلَ إنَِّ  سَعِّ
لأَرَْجُو أنَْ ألَْقىَ رَبيِّ وَلیَْسَ أحََدٌ مِنْكُمْ یَطْلبُنُيِ بمَِظْلِمَةٍ فيِ دمٍَ وَلاَ 

یحٌ مَالٍ قاَلَ أبَوُ عِیسَى ھَذاَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِ 

Matan hadis di atas menceritakanbahwasanya pada masa Rasulullah tepatnyadi Madinah terjadi sebuah peristiwa di pasardalam bentuk melambungnya harga-hargakebutuhan pokok. Para sahabat pada waktuitu meminta kepada Rasulullah untukmenetapkan harga. Rasululllah menjawabpermintaan sahabatnya denganungkapan:“sesungguhnya Allah lah yangmenentukan harga, yang menahan, danmelapangkan dan memberi rezeki. Sangataku harapkan bahwa kelak aku menemuiAllah dalam keadaan tidak seorangpun darikamu menuntutku tentang kezaliman dalamdarah maupun harta.”Menurut Monzer Khaf tidakbersedianya nabi dalam menetapkan hargadidasarkan pertimbangan bahwa prinsiptawar menawar secara sukarela dalamperdagangan yang tidak memungkinkanpemaksaan cara-cara tertentu agar penjualmenjual barang-barangnya dengan hargayang lebih murah daripada harga pasarselama perubahan-perubahan harga tersebutdisebabkan oleh faktor-faktor nyata dalampermintaan dan penawaran yang tidakdibarengi dengan dorongan-doronganmonopolik maupun monopsonik.45Selanjutnya menurut Islahi denganmerujuk pemikiran Ibn Taimiyyah,penolakan nabi Muhammad untukmemenuhi permintaan beberapa orangtersebut, disebabkan karena baik penjualdan pembeli sebenarnya adalah satukelompok yang sama(min jins wahid).Tidakbisa diidentifikasi siapa yang telahmempengaruhi harga. Ini tentu berbeda jikayang melakukannya diketahui dan tentu sajaakan menjadi lebih mudah melakukanintervensi harga.46Selanjutnya masih menurut IbnTaimiyyah (w  728 H) yang disebut-sebutpemikir Islam yang ulasannya tentang pasar
45Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Tela`ah

nalitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Halaman 53-54 46Abdul Azim Islahi, Economic Concepts
of Ibn Taimiyyah,(Leicester UK: The  IslamicFoundation, 1988), Halaman 97

cukup memuaskan banyak pihak, bahkanjauh sebelum Adam Smith memperkenalkanistilah equiblirium, Ibn Taimiyyah telahmenggunakan dua teori yang berbeda dalampembahasan mengenai harga  dengan istilah
`iwad al-milk (equivalen compensation-konpensasi yang setara), dan saman al-misl(equivalen price-harga yang setara).Konpensasi yang setara akan diukur danditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulahesensi keadilan (nafs al-`adl). 47 Sedangkan
equivalen price adalah harga baku di manapenduduk menjual barang-barang merekadan secara umum diterima sebagai sesuatuyang setara dengan itu dan untuk barangyang sama pada waktu dan tempat yangkhusus.Di dalam kitabnya al-hisbah, IbnTaimiyyah dengan tegas menyatakan bahwa
equivalent price ini sesuai dengan keinginanatau lebih persisnya harga yang ditetapkanoleh pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi- antarapenawaran dan permintaan.48Jelaslah  dalam pemikiran IbnTaimiyyah, terjadinya peningkatan hargayang dapat terjadi oleh dua sebab. Pertama,karena disebabkan oleh kekuatanpenawaran dan permintaan yangdiistilahkannya dengan `adlun jaizun.Kedua,karena kezaliman (malperaktek) yangdiistilahkannya dengan zulmun la yajuz.Jumhur ulama sepakat melarangmelakukan intervensi terhadap harga di

47 Lihat Islahi, Economic Consept,Halaman 96. Bandingkan dengan argument moralAdam Smith tentang keadilan ketika membahaspasar bebas. Lihat Disertasinya  Sony Kerap yangberjudul, Pasar Bebas Keadilan dan Peran
Pemerintah, Tela`ah Atas Etika Politik Ekonomi
Adam Smith (1996).48 Di dalam kitabnya Al-Hisbah, IbnTaimiyyah menyatakan  ”jika penduduk menjualbarangnya dengan cara yang normal (wajh al-
ma`ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang takadil, kemudian harga itu meningkat karenapengaruh kekurangan persediaan barang itu ataumeningkatnya jumlah penduduk (meningkatnyapermintaan), itu semua karena Allah. Dalamkasus ini, memaksa penjual untuk menjualbarangnya pada harga yang khusus merupakansebuah perbuatan yang salah (ikrah bi ghairi
haq). Lihat, Ibn Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Islam,(Mesir : al-Maktabah al-`Ilmiyyah, tt), h. 18. lihatjuga Islahi, Economic Consept, Halaman 83
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pasar berdasarkan zahir hadis dankeumumanya. Manzur Ahmad Al-Azharidengan mengutip Imam al-Syaukanimenyatakan, berangkat dari hadis tersebutdan apa yang dapat ditangkap darimaknanya bahwa diharamkan melakukan
tas`ir. Melakukan tas`ir seperti yangdilakukan seorang penguasa denganmemerintahkan ahl al-suq supaya menjualbarangnya dengan harga tertentu dandilarang penjual tersebut untuk menambahdan menguranginya merupakan satu bentukkezaliman. Alasannya, manusia itu padadasarnya berkuasa atas harta mereka. Imamsejatinya harus memelihara kemaslahatankolektif dan tidak boleh hanya melihatkemaslahatan pada pembeli saja danmengabaikan kemaslahatan penjual.49Akan tetapi jika distorsi pasar terjadiakibat dari kezaliman, ulama menetapkan,pemerintah boleh melakukan intervensiterhadap pasar sepanjang terdapat kondisi-kondisi yang menghendaki intervensitersebut. Kondisi-kondisi tersebut dalambentuk faktor-faktor yang tidak alami(`awamil ghairi tabi`iyyah) seperti rekayasapara pedagang, penimbunan dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam kondisi iniberdasarkan pertimbangan kemaslahatanumum pemerintah dituntut untuk ikutcampur tangan dalam melakukanpembatasan harga (tahdid al sa`r).50 jikadisimpulkan, pemerintah boleh melakukanintervensi terhadap pasar atas dasarpertimbangan kemaslahatan `ammah.51

49 Manzur Ahmad al-Azhari, Tarsyidul al-
Istihlak al-Fardi fi al-Iqtisad al-Islami, (Kairo: Daral-Salam, 2002), Halaman 19250 Amir Said al-Zaibari, Ajwibah `an
As’ilatika fi al-Mu`amalata al-Maliyah, (Beirut:Dar Ibn Hazm, 1999), h. 18751 Menurut Ibn Taimiyyah kondisi-kondisi tersebut adalah, pertama, ketika situasipaceklik (maja`ah) dan kesulitan dalam mencarimakanan yang lain. Kedua, terjadi penimbunanharta (halat al-ihtikar). Ketiga, ketika barang-barang terbatas (halat al-hasar, hasar al-wahid
aw hasr al-qillat). ketiga, adanya kesepakatanantar penjual atau kesepakatan antara pembeli(halat al-tawatui baina al-ba`iin aw halat al-
tawatui baina al-mustari). Lihat Ibn Taimiyyah,Majmu’ Fatawa…h. 48

F. Analisis FilosofisPeraktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat baik dalam perspektifHukum Ekonomi sebagaimana yang terdapatdi dalam UU No 5/1999 dan Hukum Islamadalah aktivitas bisnis yangdilarang.Peraktek tersebut dilarang karenadapat menimbulkan kemudharatan bagimasyarakat bahkan lebih jauh dari itu dapatmenghancurkan sebuah negara.Dalam teori-teori ekonomi dijelaskanbahwa pasar memiliki hukumnyatersendiri.Oleh sebab itu negara tidak bolehcampur tangan (intervensi) dalam persoalanpasar seperti menetapkan harga secarasepihak, memberikan hak-hak istimewakepada individu atau kelompok tertentuuntuk berperan di pasar dan sebagainya.  Dipasar ada kekuatan permintaan 52 danpenawaran 53 yang akan berperan dalampembentukan harga54 yang alamiah (natural
price). Harga yang alamiah inilah yangdisebut juga dengan harga keseimbanganyang akan terbentuk ketika suatu jumlahyang ditawarkan sama dengan jumlah yangdiminta. Sedangkan jumlah keseimbanganadalah suatu tingkat output yang padatingkat itu harga permintaan sama denganharga penawaran.55Ketika titik keseimbangan ini terjadi,maka baik konsumen ataupun penawar akansama-sama terpuaskan. Benarlah ketikaSmith dengan gagasan pasar bebasnya,

52Permintaan (demand) adalah keinginanyang disertai dengan kesediaan sertakemampuan untuk membeli barang yangbersangkutan. Atau kehendak dan kemampuanmasyarakat dalam kawasan dan selama priodetertentu, untuk membeli sejumlah barang ataujasa dengan harga yang beragam. Lihat, paulM.Johnson, Kamus Ekonomi-Politik, (Jakarta:Teraju, 2003), Halaman7253 Penawaran (supply) adalah kehendakdan kemampuan calon penjual untukmenawarkan pelbagai barang dan jasa dalamjumlah tertentu untuk dijual dalam harganyamasing-masing dalam priode tertentu. Lihat, Ibid.,Halaman 23254 Harga adalah suatu tingkat penilaianyang pada tingkat itu barang  yang bersangkutandapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain,apapunbentuknya.55 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori
Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), Halaman308-309
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menyatakan bahwa, tarik menarik kekuatanpasar secara bebas akan menghasilkan hargayang paling adil, baik bagi produsen maupunkonsumen.56 Secara sederhana pasar bebasberarti orang bebas untuk melakukan apasaja secara ekonomis dengan kepemilikanyang sah secara absolut, tanpa adanyaintervensi pemerintah. Menurut Smithpemerintah sedapat mungkin tidak terlalubanyak campur tangan mengaturperekonomian. 57 Baginya biarkan sajaperekonomian berjalan dengan wajar tanpacampur tangan pemerintah, nanti akan adasuatu tangan tak terlihat (invisible hands)yang akan membawa perekonomian tersebutke arah keseimbangan. Jika banyak campurtangan pemerintah, pasar akan mengalamidistorsi yang akan membawa perekonomianpada ketidakefisienan danketidakseimbangan.58Pertanyaan yang seirng diajukanadalah bagaimana Smith menjaminterjadinya keseimbangan dan keadilan dalampasar bebas.Menjawab pertanyaan ini, Smithmengajukan dua argumentasi.Pertama,argumentasi ekonomis yang berkaitandengan pertumbuhan dan efisiensi ekonomidan kedua, argumen moral yang menurutnyapasar bebas merupakan perwujudankebebasan kodrati dan keadilan. Keadilanmerupakan aturan main yang padagilirannya akan melahirkan keuntungantimbal balik secara spontan bagi setiappelaku.59
56 Sony Kerap, Pasar Bebas Keadilan dan

Peran Pemerintah, Tela`ah Atas Etika Politik
Ekonomi Adam Smith,(Jakarta: Kanisius, 1996). h.218. Bandingkan M.B. Hendrie Anto, Pengantar
Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonosia,203), Halaman 29057 Pada awalnya perdagangan bebas yangdicetuskan Smith merupakan kritiknya terhadapmerkantilisme yang menginginkan pembatasandalam perdagangan. Lihat,  Steven Pressmen,
Fifty Major  Economist ( Lima Puluh Pemikir
Ekonomi), terj. Tri Wibowo Budi Santoso,(Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000). Halaman31 58 Deliarnov,Perkembangan Pemikiran
Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Halaman28 59 Sony Keraf, Pasar Bebas Keadilanh.164. Dalam tatanan seperti itu tidak hanyasetiap peserta mendapat kesempatan yang lebihbesar untuk mengejar kepentingannya,

Jauh sebelum Adam Smith, pemikir-pemikir Islam telah mendiskusikan pasarbebas.Bahkan lebih dari itu, beberapainformasi menunjukkan bahwa Rasulullahtelah menggunakan istilah-istilah yangmenunjukkan betapa pentingnya keadilandalam sebuah transaksi.Istilah yang dipakaiadalah al-qimah al-`adl, saman al-misl, si`r al-
misil. Dilaporkan oleh Muslim, Rasulullahmengomentari konpensasi bagi pembebasanbudak, di mana budak akan menjadi bebasdan merdeka dan majikannya tetapmendapatkan harga yang adil atau qimah al-
`dl dan harga yang adil inilah menjadihakikat dalam pembentukan harga.60Dengan demikian, nilai-nilai filosofisyang hendak dipertahankan di dalamUndang-undang No 5/1999 tentangLarangan Peraktek Monopoli dan PersainganUsaha tidak sehat adalah nilai-nilai keadilandan kemaslahatan. Demikian juga laranganIslam terhadap ihtikar, tas`ir dan talaqqi
rubban juga dalam rangka menjunjung nilai-nilai tersebut. Keadilan dan kemaslahatanbagaimanapun juga merupakan nilaiinstrinsik yang dimiliki setiap manusia.dimanapun ia berada.Berbeda dengan pasar bebas yangditawarkan di dalam teori ekonomi kapitalisyang sangat menekankan kemandirian pasar,UU No 5/1999 dan hukum Islam kendatisetuju dengan mekanisme yang akanberlangsung di dalam pasar bebas, namunmenolak kemutlakannya. Sebagaimana telahdisinggung di muka, dalam kondisi-kondisitertentu, pemerintah diberi ruang untukmelakukan “intervensi” dalam rangka
melainkan tatanan ekonomi pasar bebas jugaakan memperbaiki kondisi setiap orang. Lebihpenting dari itu, pelaku pasar bebas tidak bolehmelanggar hak dan kepentingan orang lain, danhanya dengan ini dapat tercapai suatu tatanansosial yang harmonis dan fair. Kepedulian untuktidak sampai melanggar hak dan kepentinganorang lain adalah justru merupakan kendalimoral bagi seluruh mekanisme perdaganganbebas. 60 Hadis ini digunakan Ibn Taimiyyahsebagai dasar pemikirannya tentang konsepharga yang adil atau harga yang setara. Lihat, IbnTaimiyyah, Majmu` al-Fatawa Ibn Taimiyyah,ed.Mustafa `Abdul Qadir Ata` (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000  ) Juz 28, Halaman 46
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menjaga kemaslahatan masyarakat yanglebih luas.Intervensi pemerintah menjadipenting ketika persaingan usaha berjalantidak dalam kondisi yang seimbang. Agaknyaperlu kehati-hatian dalam melihatpersaingan usaha yang sehat dengan pasarbebas. Pasar bebas, meniscayakan produkasing juga bebas masuk ke Indonesia yangtentu saja akan bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan pengusaha Indonesiasendiri. Bias dibayangkan, apa yang terjadijika terjadi persaingan usaha antarapengusaha Indonesia dengan produknyayang terkadang masih sederhana denganproduk luar negeri yang biasanya dengankualitas yang sudah baik. Tentu saja,pengusaha Indonesia akan kalah. Akibatnyaproduk dalam negeri tidak berkembang danpengusaha Indonesia terutama yangmenengah dan kecil akan tenggelam. Dalamsituasi seperti inilah, peranan pemerintahmenjadi penting untuk melindungi produkdalam negerinya. Tampaknya Malaysiaberhasil melakukan hal ini, dimanapemerintah memberikan perlindungan bagipengusaha Melayu, sehingga mereka eksisi dirumahnya sendiri.61Sampai disini, Indonesia sedikit perluwaspada terhadap UU No 5/1999 yangdihasilkannya sendiri. Hal ini menjadipenting karena sebagaimana yang telahdisebut di muka, ternyata kelahiran undang-undang ini juga didorong oleh kepentinganasing yang ingin bebas berusaha diIndonesia. Satu hal yang tidak terbantahkanbahwa Indonesia merupakan target markettersendiri bagi asing.
V. Penutup

KesimpulanLarangan peraktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat sebagaimanaterdapat di dalam UU No5/1999 adalahperaktek-peraktek bisnis yang harusdihindari karena dampak yangditimbulkannya cukup berat sepertiketidakefesienan pasar, distorsi pasar, yang
61 Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal,

Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara:
Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia
dan Malaysia, (Jakarta: KPG, 2004).

pada akhirnya akan menimbulkankemudharatan tidak saja bagi konsumen,tetapi juga bagi produsen terutama kelasmenengah dan kecil. Pada gilirannya, negarajuga akan dirugikan karena tidak didukungoleh fondasi ekonomi yang kukuh.Lebih jauh dari itu, peraktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehatsangat bertentangan dengan nilai-nilaikeadilan dan kemaslahatan, sebagai nilai-nilai intrinsic manusia. abainya nilai-nilaikeadilan dan kemaslahatan dalam kehidupanmanusia, menyebabkan aktivitas bisnis yangdimaksudkan untuk mewujudkankesejahteraan akan tidak terwujud samasekali.
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